
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVIRSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR38 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017-2022

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
dan Pasal 4 Peraturan .Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Vmum
Penetapan Indikator Kinerja Vtama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Vtama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin.

1. Vndang-Vndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

2. Vndang-Vndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran
.Negara Republik Indonesia Nomor 4710);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara repub1ik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara
ReviuAtas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun
2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGINDIKATORKINERJA
UTAMA(IKU)KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN
2017-2022

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Indikator Kinerja Utama (IKU)adalah merupakan Acuan Ukuran
KineIja oleh masing-masing unit keIja dalam menetapkan Rencana
KineIja Tahunan Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Indikator KineIja Utama disingkat IKU, adalah Acuan Ukuran
KineIja tahunan daerah yang tersusun dalam bentuk dokumen
pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Perangkat Daerah disingkat PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD
Kabupaten Musi Banyuasin adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal2

(1) Indikator KineIja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;



(2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama merupakan acuan ukuran kineIja yang digunakan oleh
masing-masing unit keIja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kineIja tahuna.n,
menyampaikan rencana keIja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kineIja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun
2017-2022;

(3) Pimpinan PDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
agar menyusun Indikator KineIja Utama untuk PD-nya masing-
masing, dengan mengacu kepada Indikator KineIja Utama
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan oleh
Pimpinan PDdalam bentuk Keputusan KepalaPD;

(4) Pimpinan PDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
agar menetapkan target kineIja setiap tahunnya dalam dokumen
perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua;

(5) Pimpinan PDdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
dan melakukan evaluasi pencapaian kineIja sebagaimana
dimaksud dalam diktum kedua, untuk disampaikan kepada Bupati
Musi Banyuasin c.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Musi Banyuasin dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten
Musi Banyuasin;

(6) Dalam rangka lebih
Peraturan Bupati ini,
diberikan tugas untuk :

meningkatkan efektivitas pelaksanaan
Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

a) Melakukan reviu atas capaian kineIja setiap Perangkat Daerah
(PD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam laporan akuntabilitas kineIja;

b)Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan
melaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin.

BABnI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal3

(1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.



(2) Indikator Kinerja Utama (IKU)Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam
setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus dijadikan tolok ukur
terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal4

lsi beserta uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)Pemerintah Kabupaten
yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasa15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal :Jc:' Februari 2018

SI BANYUASIN,f'

of BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal ;lfa Februari 2018

SEKRETARISDAERAH ff KABUPATENM Sl B~ASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2018 NOMOR: 3&



INDlKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERIODE 2017 .2022

LAMPIRAN,
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERIA UTAMA
01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUS! BANYUASIN TAHUN 2017.2022
NOMOR .3 e TAHUN 2018
TANGGAL, 1.1. FEBRUAR1201B

Urusan
No. Pemerlntahan 5a5aran Jndlkator Klnerja Salusn Target PO

I PMoritas PenanggungJawa Keterangan

1 2 3 4 5
6 b

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Keuangan 1.1.1 Mcnlngkatnya Akuntabl1ltas 1 NUal LKIiP (Laporan K1ncrja Pr~dlkat B B B BB BB BB Baglan Organisasl Hasll Penllalan Kcmenterlan Aparatur Negara dan Refonnasl Blrokra!il

KJnerja dan Keuangan Instansl Pemerintah) Setda Kabupaten Atas Laporan Klnerja (nstansl Pemerlntah Daerah.
Daerah Musl Banyussln

2 Nllal LPPO (Laponn Nllal 3,02 3.03 3.03 3.04 3.04 3,05 Bagian Tapem HasHpenllalan Kemeterlan Dalam Neger! republlk Indonesia terhadap
PertanggungJawaban Pemerlntah Setda Kahupatcn Laporan Pcrtanggungjawaban Pemerlntah Daerah
Daerah) Musl Banyuasln

3 Oplnl terhadap Laporan Predlkat WTP IVTP WTP WTP WTP WTP BPKAD Penllalan aplnl yang dl kcluarkan oleh BPKtcrhadap loporan kcuangan
Keuangan Pcmerintah daerah

4 Tlngkat Kematangan Skor 1.5 2 3 3 3 3 Inspektorat Hasll Penllalan BPKPtcrhadap pelaksanaan SPIP
Implementasl SPIP

2 Pelayanan 1.1.2 Menlngkatnya Kualltas 5 Indeks Kepuasan Masyarakat % BO B2 84 B6 BB 90 Baglan Organlsasl
Umum pelayanan Publlk Setda Kabupaten lKM == Total darl nflaf plfTup.fl p.nttl.fUr X Nffal Penlmban

Musl Banyuasln Total Un.rur Plllayanan )'ong tttrul 9

3 Komunlkas1 dan 1.2.1 Optlmallsasl Pemanfaatan 6 Pcrsentase pclayanan bcrbasls % 50 70 BO 100 100 100 Dlmls Komunlkasl fum!ah Pllayanan /lllr/liUl, T./rnalogl (n(orma,t X 100"
Infonnatlka Tcknologi Informasl dalam Tcknologi Informasl dan Informatlka fumlall pela)'anan p1l/l[fk yang ada dt .icabupatm MUSA

Mendukung Pelayonan
Publlk MenuJu Smart City

4 PCkerfaan 2.1.1 Menlngkatnya Infrastruktur 7 Raslo PanJang lalan Kabupaten % 55 75.03 76.89 78.3B 79.2B 79.94 Dlnas PUdan Panjane Jalan KabupaCtn dolam lumdut mantap
Umum yang balk dan merata dalam Kondhilmantap Penataang Ruang pan/ang jalan uluruhnya

B Persentase jumlah KKyang % 70 BO 100 100 100 100 Dlnas Perumahan
Jumlah KKyanp tllrlayanl atr b",,'h X JOOHterlayanl air berslh dan Kpw8san

Pcnnuklman
Jumlah ICICdl ka/lllpaCm MU8A

5 Keuangan 3.l.1 Menlngkatnya PAD 9 Pel'ientase PADtcrhadap % 7,5 B.l B.5 9.2 9.B 11,5 8adan Pengelola Pmdapatan Asil Dattrah X JOO911
pendapatlln Daerah PaJak dan Jumlah P.ndapatan Oaerah

Rctrlbusl Daerah
6 Kopcrasl 3.1.2 Mcnlngkatkan Produktlvitas 10 Perscntase Koperasl yang aktlf % 93 94 95 96 97 9B Dlnas Koperasl. Jumlall keierasl akU(

daerah mela!ul Usaha Kedl dan lumlah seluruh Jiap.rcii yang ada dlKOlluPlltm X 1~
Pcmberdayaan Koperasl Mencngah Musl Sanyuasln



Uru5an
No. Pernerlnlahan 5a5aran Indlkator Klnerja Satuan Target PO

/ Prlorltas Penanggungjawa Keterangan

1 2 3 4 5
6 b

2017 2018 1019 2020 2021 2022
7 Pcrtanlan 3.1.3 Mcnlngkatnya daya sOling 11 Nlial Tukar Petanl %0 94,55 95,80 96,68 98,90 100,10 101,20 Dlnas Tanaman Ind,lu yang dftet"lma pltan! X 100

sektor pertanlan dan Pangan. Indeks yang dfbayar petanl
perkebunan Holtlkultura dan

8 KcseJahteraan 3.1.4 Mcnlngkatkan Pemerataan 12 IndeksGlnl % 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 8APPEOA/8P5 0-1-I:P.(QI+Qt.!)
Ekonoml Masyarakat ~

dim •.ne.l
~ PI, pIN•• ntaP nUIMhtanU'l"l.Il.u P""d\1~ pada kele.. ke.1

QJ, pllIr•• n~ kumU1at.lttotlll pcnd.lMtan .tIlu ~ •• I1,l._ .ampal
klrl•.• k •.•

3.1.5 Mcnurunnya Angka 14 Angka Kemlsklnan % 17,21 15,6 14,20 13,50 12,BO 11,70 BAPPEDA/BPS lumlah Prnduduk yang b,rada dlbawah paru hmukfnan X 1~
Kemlsklnan jumlall pmtduduk dalam StlaN wflayah

9 Ketcnagaker1aan 3.1.6 Menlngkatnya Kesempatan 13 Tingkat Penganggurnn terbuka % 5,20 5,01 4,82 4,62 4,44 4,24 Dlnas Tenaga /umlall p,n"angpur t8rbulla usfa angkatan klrja X 100S16
Kerja Kerla dan jumlah pmduduk anqkata.n hrja

Transmlgrnsl

10 PendldUcan 4.1.1 Menlngkatnya Jangkauan 15 Rata-rata lama sekolah Tahun 7,50 7,60 7,70 7,80 7.90 8,00 Dlnas Pendldlkan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang tclah
layanan pendldlkan kcpada dan Kebudayaan dlselesalkan dalan pendldlkan rormal
seluruh masyarakat

16 APK50/MI % 103,09 102,76 102,35 102,13 101,83 101,84 Dlnas Pendldlkan }umla..h '!lWa dl}rmjang SD/"'I/Paket A
dan Kebudayaan }umfah pl7lduduk blompak wfa 7-12 tahun

X 10096

17 APM50/MI % 100 100 100 100 100 100 Dlnas Pcndldlkan
dan Kebudayaan /urnfah Sfswa dlJfnJanq SO/HI/Pak,t Ayan.p bmula 7-12 Tahun X 1.00~

Jumfah pmduduk kll'lampClA:U$la 7-12Tallun

18 APK5MP/MT. % 108,41 ]OB,1 107,17 106,51 105,76 104,42 Dlnas Pendidlkan Iwnfah .sClwa dlJmjang SMP/MT,/Pal(fl B X 10096
dan Kcbudayaan Jlumlah PfnduduA: kelampClk ItSfaU-1S ta/'tun

19 APM SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 Dlnas Pendldlkan
dan Kcbudayaan )umlah 5/swQ dfJrnjan.p S"'P/MTs/Pa.k't B yang b.nula t:J-1STahun X 100"

jumlah p,nduduk IrllompClIrwfa 13-15Taln.IR

4.1.2 Monlngkatnya Mutu 20 Nllal Rata-rata UN SD/MI % 65,14 67,59 70,04 72,49 74,94 75 Dlnas Pendldlkan jumlatt Hilairata-rata UN SDIMI

Pendldlkan dan Kebudayaan jumlatl 50/""

21 Nllal rata-rata UN SMP/MTs % 51,07 51,24 51,48 51,69 51,86 60,00 Dlnas Pendldlkan !umlah Hllal rata-rata UN SMP/MT,

dan Kobudayaan jumfah SMP/MT.s

II Kcsehatan 4.1.3 Menlngkatnya Jangkauan 22 Angka Usia Harapan Hldup Umur 68,10 68,11 69,00 70,00 71,00 72,00 Dlnas Kesehatan Adalah Angka perklraan lama hldup rata-rata penduduk dengan asumlll
Kesehatan Kepada t!dak ada pcrubahan pols mortnlltas mcnurut umur
Masyarakat

4.1.4 Mcnlngkatnya Mutu Layanan 23 Raslo Fasliltas Pclayannn % 46,67 73,33 100 100 100 100 Dlnas Kcsehatan Pastlttal p,faYClnan f(,,,ha.tan rlTa.kr,dlcasl balk X 1.000
Kesehatan Masyarakat kesehatan terakredltadl balk }umlall dfbaal jumfllh p,"duduk

12 Kcpemudaan 4.1.5 Menlngkatnya Prcstasl 24 Raslo Generasl Muda yang % 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 I Dlnas Pemuda, jumlllh G,n,rall Muda umur 15-2+ Tallun )'anQ bfrprUtarl
Generasl Muda bel"fl~stasl t1ngkat Provinsl OIahraga dan tlnpkllt Prav/rul

Parlwlsata }umlall pl1lduduk Ulla genera,l mtufa

5.1.1 Tcrbcntuknya Karakter 25 Raslo Gcncrasl Muds yang hafizh % 5 6 6,5 7 7,5 8 Bagian Kesra Setda !umfall Pcmnufa wla 1Ssjd 24 TMun )'anQ 6Uaa/l halnl Al-Quran
Generasl Muda yang religius Al.Qur'an Kllb.MU8A jUmlall pfJIaUl2UKwla 15 ",a_Z4 Ttl/llin yanQ aaa 121KaOUpatlln

MU,d Banyuasln



Urusan
No. Pemerlntahan $asaran Indlkator Klnerja SaWan Target PO

I Prlorltas Penanggungjawa Keterangan

3 4 5
6 b

1 2 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5.1.2 Menurunnya kasus narkoba 26 Raslo Kasus narkoba pada % 0,036 0,03 0,025 0,023 0,022 0,02 Dlnkes/Polres
]umlah Kasw Narkoba pada genltrasl Muda Us1a1S sid 24 Tahun

pada generasl muda generasl muda MU8A }umlah Kasus Narkobayang ada dl Kabupatl!n Must Banyuasln

13 Llngkungan 6.1.1 Menlngkatnya pengendallan 27 Indeks Tutupan Lahan % 35 36 37 38 39 40 Dlnas L1ngkungan '0
Hldup pencemaran dan perusakan H1dup lKTl. .• 100 - ((04.3 - (TH )( 100»)C s:r.3

dimMll:
lIngkungan hldup IKTI. • Indeb X""aJiUUlTut\lpan Lehan

TIl -1\tt\lpan HutlUl

28 Indeks Kualltas air % 86,90 87,20 87,39 87,50 87,65 87,70 Dlnas L1ngkungan Nllal ,,'elatir - .£L
Hldup I.tl

Rumua motoda IP:

'IP "" J(CdLu);rrn=mrn;(CdLu):'ch.mum

29 Indeks Kualltas Udara % 85,70 86,00 87,00 88,02 89,75 90,00 Dlnas L1ngkungan
IKtJ. 100 - (SO/0.9 x (leu - 0.1)]

Hldup

14 Pemberdayaan 7.1.1 Menlngkatnya pemberdayaan 30 Indeks Pernberdayaan gender % 65,47 65,77 66 66,2 66,5 66,5 Dlnas Adalah Indeks kornposltyang mengukur peran aktlfperempuan dalam
perempuan dan perernpuan dan Pernberdayaan kehldupan ekonoml dan politlk
Perllndungan perllndungan anak Perempuan dan
Anak Perllndungan Anak

7,1.2 Menlngkatnya Perllndungan 31 Rasia KDRT % 0,80 0,79 0,75 0,72 0,70 0,70 Dlnas }umlahKDRT
Xl00Terhadap Perempuan dan Pernberdayaan }umlah rumah tangga yang ada

Anak Perempuan dan
Perllndungan Anak

15 50sla1 7.1.3 Menurunnya Penyandang 32 Angka PMK5yang mendapat % 12 14 16 18 20 35 DlO3s50slal }umlah PMKSyang Mendapat layanan - X1OO%
Masalah KeseJahteraan 50slal layanan }umlah PMKSyang ada dl Kabupaten Must Banyuastn

f
of. BENI HERNEDl

ASIN, i .
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